Menimbang

SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 149 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATECIS PERANGKAT DAERAH PADA
KECAMATAN | ARON TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten N gawi
Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan selama

periode S (lima) tahun sebagai upaya dalam pencapaian
Visi dan Misi Kabupaten Ngawi;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123
ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tate
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan D

Rencana Pembangunan Jangka Menenga
Tata Cara Perubahan Rencana Perabangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah [aerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dalam Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan:

aerah tentang
h Daerah, serta



Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbargan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Perangkat’ Daerah pada Kecamatan Paron
Tahun 2025-2029.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19405;

Undang Non or 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41), Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang

'Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan

Daerah Tingkat Il Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

L'ngkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

'Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 2730);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelcnggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Corvps:, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

L >mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Jerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambzhan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Femeriksuan Fengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembarar Negara
Pepublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);



8. Undang-Undang Nomor 17 Taliun 2007 tentang Rencana
. Pembangui.an Jangka Panjang Nasional

10.

11.

Tahun 2005-2025 (Leinbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-lIndang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Leinbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataa' Ruang (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
rReptblix Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20C8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

'.Uridang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Jdegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiinana
telal:  diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-"IJndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 t. ntang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Nomor 5679);

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintch Pusat dan
Pemeiintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undaag-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, .Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



16.

17,

18.

19.

20.

A

22,

23.

Peratvran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan [Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara kepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lemb: ran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4815);,

F.oraturan Pemerintah Nomor & tahun 2008 tentang Tata
Cera Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Taht n 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wila ah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
«egara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sister1  Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Femerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahur. 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);



24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiaz Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor '3 Tahun 2019 tentang
Laporan dan [valuasi Penyelenggaraan Pcmerimaha‘n
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Felaksanaan Pencapaian  Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20!7 Nomor 136);

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
rRencana Pe nbangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuan 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentarg Tetu Cara Perencanaan, Pengendalian dan
‘Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
‘Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
* Nenara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20i8
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
HMidup ~ Strategis Dalam  Penyusunan Rencana
"embangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedom in Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Beritz Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
t>ntang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Noemor 1419);



4.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

41,

42.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

¢ ~rah sebagaimana te'ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;

Peraturen Laerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Juawa Timur 2023-2043 (lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahw. 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tinur Tahun 2025 2030
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Nomor 4 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1]
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023
Nomor 01);°

Peraturan Dacrah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupateri Ngawi Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Xabupaten Ngawi Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerahi Kabupaten Ngawi Tahun 2025
Nomor 02)

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang

‘Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tabun 2022 Nomor %38).



.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan © PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA  KECAMATAN PARON
TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah pada Kecamatan Paron
Tahun 2025-2029 mernpakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Paron untux period? S (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan beserta subkegiatannya dalain rangka
pelaksanaan Urusan 'Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Pasal 2

Rencana  Strategis Pcrangkat  Daerah pada Kecamatan Paron
Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabt:paten Ngawi Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Rencana  Stratesis  Perangkat Daerakh  pada Kecamatan Paron
Tahun 2025-202¢ menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

Pasal 4

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercanttm dalam L mpiran yang merupakan bagian "tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaks 1d pada ayat (1), disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
" a. bab I, mengatur mengenai Pendahuluan,
b. bab II, mengatur men:enai Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu
strategis perangkat daerah,;
c. bab III, mengatur mengenai Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab 1V, mengatur mengenai Program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja
penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V, mengatur mengenai Penutup.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 September 2025

BEUPATI NGAWTI,
ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

trd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 151



